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Abstract 

 

Conflict between traditional fishers and the fishing industry is a complex and frequent issue in 

coastal areas of Indonesia. This study aims to analyze the primary causes of the conflict, its impacts, 

and conflict management approaches that can foster sustainable and equitable fisheries resource 

management. A qualitative approach was employed, involving in-depth interviews, focus group 

discussions, participatory observations, and document analysis. The findings indicate that the 

conflict is mainly driven by unequal access to resources, differing interests between traditional 

fishers and the industry, and regulations that inadequately accommodate small-scale fishers. Conflict 

management based on co-management involving all stakeholders has proven effective in reducing 

tensions and enhancing the sense of ownership over marine resources. However, major challenges 

include economic and political power imbalances between traditional fishers and the industry. The 

study recommends strengthening community capacities, increasing participation in policymaking, 

and developing fair and inclusive regulations. Effective conflict management thus supports the 

sustainability of fisheries resources while improving the welfare of coastal communities. 

 

Keywords: Conflict Management, Traditional Fishers, Fishing Industry, Fisheries Resources, Co-

Management. 

 

Abstrak 

 

Konflik antara nelayan tradisional dan industri perikanan merupakan permasalahan yang kompleks 

dan sering terjadi di wilayah pesisir Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab 

utama konflik, dampak yang ditimbulkan, serta pendekatan manajemen konflik yang dapat 

diterapkan untuk menciptakan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan adil. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi partisipatif, dan kajian 

dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terutama dipicu oleh ketimpangan akses 

sumber daya, perbedaan kepentingan antara nelayan tradisional dan industri, serta regulasi yang 

kurang mengakomodasi kepentingan nelayan kecil. Pendekatan manajemen konflik berbasis ko-

manajemen yang melibatkan semua pemangku kepentingan terbukti efektif dalam mengurangi 

ketegangan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap sumber daya laut. Namun, tantangan utama 

adalah ketimpangan kekuatan ekonomi dan politik antara kelompok nelayan tradisional dan industri. 

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas komunitas nelayan, peningkatan partisipasi 

dalam pengambilan kebijakan, serta pengembangan regulasi yang adil dan inklusif. Dengan 

demikian, manajemen konflik yang efektif dapat mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan 

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

 

Kata Kunci: Manajemen Konflik, Nelayan Tradisional, Industri Perikanan, Sumber Daya 

Perikanan, Ko-manajemen. 
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PENDAHULUAN 

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam 

merupakan fenomena yang kerap terjadi, terutama dalam 

sektor kelautan dan perikanan. Di Indonesia, konflik 

penggunaan sumber daya perikanan menjadi isu krusial, 

terutama antara nelayan tradisional dan pelaku industri 

skala besar. Ketimpangan akses dan pemanfaatan sumber 

daya menjadi pemicu utama yang menciptakan gesekan 

sosial dan ekonomi di berbagai wilayah pesisir (Hidayat & 

Kusnadi, 2020). 

Nelayan tradisional, yang umumnya menggunakan 

alat tangkap sederhana dan bergantung pada wilayah 

tangkap lokal, sering kali menghadapi tekanan dari 

aktivitas industri perikanan yang lebih modern dan masif. 

Keberadaan kapal-kapal besar yang menggunakan alat 

tangkap tidak ramah lingkungan memperparah degradasi 

ekosistem laut, sekaligus mengurangi ketersediaan ikan 

bagi nelayan kecil (Jentoft & Chuenpagdee, 2009). 

Persaingan ini tidak hanya berdampak pada penurunan 

pendapatan nelayan tradisional, tetapi juga mengancam 

keberlanjutan sosial dan ekologis komunitas pesisir. 

Permasalahan semakin kompleks karena lemahnya 

kebijakan tata kelola perikanan yang belum sepenuhnya 

mengakomodasi keadilan akses dan keberpihakan kepada 

kelompok rentan. Dalam banyak kasus, regulasi lebih 

menguntungkan pelaku industri karena keterlibatan 

mereka dalam proses perumusan kebijakan, sementara 

nelayan tradisional sering kali tersisih dari ruang-ruang 

partisipasi (Bennett et al., 2018). Padahal, partisipasi aktif 

dari semua pemangku kepentingan merupakan syarat 

penting untuk menciptakan tata kelola yang adil dan 

berkelanjutan. 

Pendekatan manajemen konflik diperlukan guna 

menghindari eskalasi ketegangan dan menciptakan solusi 

bersama dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. 

Manajemen konflik tidak hanya berfungsi sebagai 

mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai 

strategi pembangunan sosial yang menekankan kolaborasi, 

transparansi, dan keadilan distribusi (Castro & Nielsen, 

2001). Strategi ini mencakup dialog multistakeholder, 

penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan kapasitas 

komunitas nelayan dalam advokasi kebijakan. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa integrasi 

kearifan lokal dan prinsip-prinsip pengelolaan bersama 

(co-management) dapat menjadi solusi efektif dalam 

mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya laut. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 

terbukti meningkatkan rasa memiliki dan kepatuhan 

terhadap aturan pengelolaan perikanan (Pomeroy & 

Rivera-Guieb, 2006). Oleh karena itu, penting untuk 

memperkuat pendekatan berbasis komunitas sebagai 

fondasi dalam merancang kebijakan yang inklusif dan 

adaptif. 

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akar 

permasalahan konflik antara nelayan tradisional dan 

industri perikanan di Indonesia, serta mengeksplorasi 

pendekatan manajemen konflik yang dapat diterapkan 

dalam konteks tersebut. Dengan merujuk pada studi kasus 

dan kerangka teoritik yang relevan, tulisan ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

strategi pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih 

adil dan berkelanjutan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Konflik dalam pemanfaatan sumber daya perikanan 

antara nelayan tradisional dan industri merupakan masalah 

yang telah banyak dibahas dalam literatur. Jentoft dan 

Chuenpagdee (2009) menjelaskan bahwa konflik ini sering 

muncul karena perbedaan kepentingan, ketimpangan akses 

sumber daya, serta perbedaan teknologi dan skala usaha. 

Nelayan tradisional cenderung menggunakan alat tangkap 

sederhana dan bergantung pada wilayah tangkap yang 

terbatas, sedangkan industri perikanan menggunakan 

teknologi tinggi dengan kapasitas besar, sehingga 

berdampak pada persaingan sumber daya yang tidak 

seimbang. 

Menurut Bennett, Govan, dan Satterfield (2018), 

ketimpangan ini semakin diperparah oleh kurangnya 

regulasi yang berpihak pada nelayan kecil. Banyak 

kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan industri 

besar, sementara nelayan tradisional seringkali 

terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan. Hal ini 

menyebabkan konflik sosial dan ekonomi yang 

berkelanjutan, serta mengancam keberlanjutan ekosistem 

laut. 

Pendekatan manajemen konflik dalam konteks 

perikanan perlu dikembangkan untuk mengatasi 

permasalahan ini. Castro dan Nielsen (2001) menekankan 

pentingnya partisipasi semua pihak dalam penyelesaian 

konflik, termasuk pemerintah, nelayan, dan pelaku 

industri. Pendekatan ko-manajemen atau pengelolaan 

bersama menjadi salah satu strategi yang dianggap efektif 

karena menggabungkan kearifan lokal dengan prinsip-

prinsip manajemen modern, serta memperkuat kapasitas 

komunitas nelayan dalam mengelola sumber daya secara 

berkelanjutan. 

Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006) menambahkan 

bahwa pengelolaan bersama memberikan ruang bagi 

nelayan tradisional untuk terlibat aktif dalam pengambilan 

keputusan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan 

kepatuhan terhadap aturan yang dibuat bersama. Hal ini 

berdampak positif dalam mengurangi konflik dan menjaga 

kelestarian sumber daya perikanan. 

Lebih lanjut, Hidayat dan Kusnadi (2020) 

mengungkapkan bahwa keberhasilan manajemen konflik 

sangat dipengaruhi oleh aspek sosial budaya masyarakat 
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pesisir. Keterlibatan komunitas secara langsung dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

perikanan menjadi kunci penting untuk menciptakan 

harmoni dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber 

daya laut. 

Dari berbagai kajian tersebut, jelas bahwa 

manajemen konflik yang efektif harus berbasis pada 

prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif semua 

pihak terkait. Dengan demikian, penyelesaian konflik 

antara nelayan tradisional dan industri tidak hanya 

bertujuan untuk mengurangi ketegangan, tetapi juga untuk 

membangun sistem pengelolaan perikanan yang 

berkelanjutan dan inklusif. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai 

dinamika konflik antara nelayan tradisional dan industri 

perikanan. Pendekatan ini dipilih karena konflik yang 

terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis 

pengelolaan sumber daya, tetapi juga melibatkan faktor 

sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks (Creswell, 

2014). Data yang dikumpulkan berupa narasi, persepsi, 

dan pengalaman dari berbagai pemangku kepentingan 

yang terlibat dalam konflik. 

Lokasi penelitian dipilih secara purposive di wilayah 

pesisir yang memiliki tingkat konflik signifikan antara 

nelayan tradisional dan industri, yaitu di Kabupaten X dan 

Kabupaten Y. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan 

keberadaan komunitas nelayan tradisional yang masih aktif 

serta keberadaan perusahaan perikanan berskala besar. 

Kondisi ini memungkinkan peneliti mengobservasi secara 

langsung interaksi dan konflik yang terjadi. 

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik 

wawancara mendalam (in-depth interview), diskusi 

kelompok terfokus (focus group discussion), dan observasi 

partisipatif. Wawancara mendalam ditujukan kepada 

nelayan tradisional, pelaku industri perikanan, pemerintah 

daerah, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di 

bidang perikanan. Diskusi kelompok terfokus digunakan 

untuk menggali pandangan kolektif dan potensi solusi dari 

masing-masing kelompok pemangku kepentingan. 

Selain data primer, penelitian juga mengkaji 

dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan perundang-

undangan, kebijakan pengelolaan perikanan, serta laporan 

konflik yang pernah terjadi. Kajian dokumen ini berfungsi 

untuk melengkapi data lapangan dan memberikan konteks 

kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya 

perikanan di wilayah penelitian. 

Analisis data dilakukan secara tematik dengan 

menggunakan teknik coding untuk mengelompokkan 

informasi sesuai dengan kategori yang relevan, seperti 

penyebab konflik, dampak konflik, dan mekanisme 

penyelesaian yang telah atau sedang diterapkan. Analisis 

tematik memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola-pola 

penting yang muncul dari data kualitatif dan 

menghubungkannya dengan kerangka teori manajemen 

konflik. 

Untuk memastikan validitas data, peneliti 

menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan 

informasi dari berbagai pihak dan teknik pengumpulan 

data. Selain itu, dilakukan pengecekan ulang (member 

check) dengan narasumber untuk memastikan interpretasi 

peneliti sesuai dengan makna yang dimaksud oleh 

responden. Langkah ini penting untuk meningkatkan 

kredibilitas hasil penelitian. 

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika 

penelitian, di mana semua partisipan diberikan penjelasan 

mengenai tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaan 

identitasnya. Persetujuan informan diperoleh secara 

sukarela melalui proses informed consent. Perlakuan etis 

ini menjadi landasan penting dalam menjaga hubungan 

baik antara peneliti dan komunitas yang menjadi subjek 

penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menemukan bahwa konflik antara 

nelayan tradisional dan industri perikanan terutama 

disebabkan oleh persaingan dalam akses dan pemanfaatan 

sumber daya laut. Nelayan tradisional mengeluhkan 

berkurangnya tangkapan ikan akibat penggunaan alat 

tangkap besar dan intensif oleh industri, yang 

menyebabkan berkurangnya stok ikan di wilayah tangkap 

tradisional. Hal ini sejalan dengan temuan Jentoft dan 

Chuenpagdee (2009) yang menyebutkan ketimpangan 

akses sebagai faktor utama konflik dalam sektor perikanan. 

Selain itu, konflik juga muncul akibat perbedaan 

kepentingan dan tujuan antara kedua kelompok. Nelayan 

tradisional lebih mengutamakan keberlanjutan sumber 

daya dan kelangsungan hidup komunitas, sedangkan 

industri berorientasi pada produksi dan profitabilitas 

jangka pendek. Sikap ini menciptakan ketegangan yang 

diperparah oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi 

antar pihak. Temuan ini mendukung argumentasi Bennett 

et al. (2018) bahwa perbedaan paradigma pengelolaan 

sumber daya berpotensi memicu konflik sosial. 

Dari sisi regulasi, ditemukan bahwa kebijakan 

pengelolaan perikanan yang ada belum mampu 

mengakomodasi kepentingan nelayan tradisional secara 

memadai. Banyak peraturan yang lebih berpihak pada 

pelaku industri, sementara mekanisme partisipasi nelayan 

tradisional dalam proses pembuatan kebijakan masih 

sangat terbatas. Kondisi ini memperkuat kesan 

ketidakadilan dan memperbesar risiko konflik. Temuan ini 

sejalan dengan hasil studi Castro dan Nielsen (2001) 
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mengenai perlunya inklusivitas dalam tata kelola sumber 

daya bersama. 

Namun, penelitian juga menemukan adanya inisiatif 

manajemen konflik yang mulai diterapkan di beberapa 

lokasi, terutama melalui model ko-manajemen. Model ini 

melibatkan nelayan tradisional, industri, dan pemerintah 

dalam forum-forum dialog dan pengambilan keputusan 

bersama. Pendekatan ini berhasil membuka ruang 

komunikasi dan mengurangi ketegangan, meskipun masih 

menghadapi berbagai tantangan implementasi di lapangan. 

Hal ini menguatkan pandangan Pomeroy dan Rivera-Guieb 

(2006) mengenai efektivitas ko-manajemen dalam 

menyelesaikan konflik. 

Kearifan lokal nelayan tradisional menjadi aset 

penting dalam proses pengelolaan bersama. Pengetahuan 

mereka tentang siklus musim ikan, lokasi penangkapan, 

dan teknik ramah lingkungan dapat dijadikan dasar dalam 

merancang strategi pengelolaan yang berkelanjutan. 

Keterlibatan nelayan dalam pengambilan keputusan 

meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap 

sumber daya laut, sekaligus meminimalisasi pelanggaran 

aturan (Hidayat & Kusnadi, 2020). 

Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi 

manajemen konflik adalah perbedaan kekuatan ekonomi 

dan politik antara nelayan tradisional dan industri. Industri 

dengan modal besar memiliki pengaruh lebih dalam 

menentukan kebijakan, sementara nelayan tradisional 

seringkali kurang memiliki akses terhadap sumber daya 

dan informasi yang memadai. Ketimpangan ini harus 

menjadi perhatian utama dalam merancang mekanisme 

penyelesaian konflik agar hasilnya benar-benar adil 

(Bennett et al., 2018). 

Penguatan kelembagaan lokal dan kapasitas 

komunitas nelayan menjadi kunci keberhasilan manajemen 

konflik jangka panjang. Pelatihan, pendampingan, serta 

pembentukan kelompok-kelompok nelayan yang solid 

dapat meningkatkan posisi tawar mereka dalam negosiasi 

dan advokasi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa dukungan dari pemerintah dan organisasi non-

pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses ini. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan 

bahwa penyelesaian konflik tidak dapat hanya 

mengandalkan pendekatan represif atau administratif 

semata. Pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan dan menghargai kearifan lokal 

merupakan jalan keluar yang paling efektif dan 

berkelanjutan. Pendekatan ini juga dapat mendorong 

terciptanya tata kelola perikanan yang inklusif dan 

berkeadilan sosial. 

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan 

pentingnya pengembangan manajemen konflik berbasis 

kooperasi dan kolaborasi antara nelayan tradisional dan 

industri. Hal ini tidak hanya mengurangi konflik, tetapi 

juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan 

komunitas pesisir serta konservasi sumber daya perikanan 

secara berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Konflik penggunaan sumber daya perikanan antara 

nelayan tradisional dan industri merupakan masalah yang 

kompleks dan multidimensional, yang dipicu oleh 

ketimpangan akses, perbedaan tujuan, dan regulasi yang 

kurang adil. Nelayan tradisional menghadapi tekanan 

signifikan akibat dominasi alat tangkap dan skala produksi 

industri yang lebih besar, sehingga berdampak pada 

penurunan ketersediaan ikan dan keberlanjutan mata 

pencaharian mereka. 

Analisis menunjukkan bahwa penyebab utama 

konflik adalah perbedaan paradigma pengelolaan sumber 

daya, di mana nelayan tradisional lebih mengedepankan 

keberlanjutan dan aspek sosial, sementara pelaku industri 

fokus pada peningkatan produksi dan keuntungan 

ekonomi. Ketidakseimbangan ini diperparah oleh 

kurangnya ruang partisipasi nelayan dalam proses 

pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan perikanan. 

Manajemen konflik yang efektif perlu 

mengedepankan prinsip inklusivitas dan kolaborasi antar 

semua pihak yang berkepentingan. Model ko-manajemen 

menjadi alternatif yang menjanjikan karena 

memungkinkan dialog terbuka, penguatan kelembagaan 

lokal, serta integrasi kearifan lokal dengan kebijakan 

modern. Pendekatan ini dapat meningkatkan rasa memiliki 

dan tanggung jawab bersama terhadap sumber daya laut. 

Namun, implementasi manajemen konflik masih 

menghadapi tantangan besar, terutama perbedaan kekuatan 

ekonomi dan politik antara nelayan tradisional dan 

industri. Oleh karena itu, penguatan kapasitas komunitas 

nelayan melalui pelatihan, pendampingan, dan 

pengorganisasian menjadi sangat penting untuk 

meningkatkan posisi tawar mereka dalam negosiasi dan 

advokasi kebijakan. 

Peran pemerintah dan organisasi non-pemerintah 

sangat krusial dalam memfasilitasi proses manajemen 

konflik dan memastikan kebijakan yang dihasilkan 

berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan sumber 

daya. Dukungan ini juga perlu diwujudkan dalam bentuk 

regulasi yang lebih adil dan implementasi yang transparan 

serta akuntabel. 

Secara keseluruhan, upaya penyelesaian konflik 

antara nelayan tradisional dan industri harus bersifat 

komprehensif dan berkelanjutan, menggabungkan aspek 

sosial, ekonomi, dan ekologis. Dengan demikian, 

pengelolaan sumber daya perikanan dapat berlangsung 

secara inklusif, menjaga keseimbangan ekosistem laut 

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 
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